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TEIITA.!TG

TATA CARA PEIIIGALONASIAN BAGIAJ{ DARI

HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAII KEPADA DESA

BUPATI MALANG,

Menimbang bahwa untuk melalsanakan ketentuan dalam Pasal 97

ayat {4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20l4 tentang

Peraturan Pelaksariaan Undaag-Undang Nomor 6

?ahun 2Ol4 tentang Desa, maka perlu mengatur

Tata Cara Pengalokasian Bagiar dari Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah kepada Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat Undang-Undang Nomor l2 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan

Propinsi Jawa Timur (Berita Negam Republik lndonesia

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

Perubahan Batas wilayah Kotaprqja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undalg-

Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkunga-n Propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat darl Daerah

latimewa Yosrakarta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korups'i, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Nega-ra

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)i

I
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara {lmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jaw-ab Keuargan

Negara {Lembarar Negara Republik lndonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahal l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat daJI

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarg Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(kmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerinta-han Daerah (kmbaran Nega,ra Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, tera.khir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahaa Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Oi4 tentang Pemeiintahan Daerah (Lembaran

Negara Repubtik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);
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10. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah (i€mbaraJl Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan lrmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2OOS tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasen Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l€mbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5539);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Talun 2Ol4 Nomor 168, Tambahar I€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintalt Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lambaran Negara

Republik Indonesia Nomor ffi94);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimara telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 20ll tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoma-n Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 2O1 I Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (l-embaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mala-ng Nomor 6
Tahun 2O1O tentarg Perubahan atas Peraturan Daerah
I(abupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaar Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 201O Nomor 4/A);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(L€mbaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 9 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 1 Tahun 2O08 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Malang
Talun 2014 Nomor 2 Seri CJ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (L€mbaran Daerah

Kabupaten Malang Talun 2010 Nomor 1/B);
19. Peraturan Daerah l(abupaten Malang Nomor 9

Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(t.embaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010
Nomor 1/C);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10

Tahun 2010 tentang Retdbusi Jasa Umum (kmbaran
Daerah Kabupaten Malarg Tahun 2010 Nomor 2/C),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah lGbupaten Malang Nomor 4

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2O10

tentang Retribusi Jasa Umum (lcmbaran Daerah

Kabupaten Maiang Tahun 2014 Nomor 2/C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1l

Tahun 2010 tentarg Retribusi Jasa Usaha (Lembaran

Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);
22. Peraturan Daerah xabupaten Ma.lang Nomor 3

Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (t€mbaran Daerah

Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2O08 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Sekretal'iat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Malarg Tahun 2OO8

Nomor l/D), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Ma.tang Nomor 21 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Malairg Nomor 3

Tahun 2OO8 tentarg Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malarg
Tahun 2013 Nomor 3/C);
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MEMUTUSKAI{:

Menetapkan PERATI'RAIT BI'PATI TEI{TANG TATA CARA
PENGALOXASIAIY BAGIAN DARI HASIL PAJAI( DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TEPADA DESA.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.

3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Asset Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan

Ralg/at Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Desa adalah keaatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur da'l mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
istiadat setempat yanS diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
lndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Angga-ran Pendapatan dan Betartja Desa yang

selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badar
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan

Peraturan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan

Peimusyawaratan Desa da.lam mengatur daII mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat ya-ng diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

BAB I
KETAI'ITUAX UMUU
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10. Pajal< Daerah yarg selanjutiya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatlan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Hotel.

12. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh Restoran.

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraal
hibura-n.

14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan
reklame.

15. Pajak Penerangar Jalan adalah pajak atas penggunaan

tenaga listdk, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh da-ri sumber lain.

16. Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan adalah Pajak
atas kegiatan pengambitar mineral bukan togam dan
batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau
permukaan bumi untuk dimanfaatlan.

17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat
parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usa-ha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

18. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan

dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

19. Pajak Sarang Burung Wa.let adalah Pajak atas
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung
Walet.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah pajak atas bumi dan/atau bargunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunaka-n

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhuta-nan, darr

pertambangan .

21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang

selanjutnya dapat disingkat BPHTB adatah pajak atas
perolehai hak atas tanah dan/atau bangunan.

22. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi, adalah pungutan Daera-h sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
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23, Retribusi Pelayanar Nesehatan adalah
pembayaran/biaya atas pelayanar kesehatan di
Puskesmas, Puskesmas Pembantu, puskesmas Ketiling
dan tidak termasuk pelayanan pendaltaran.

24. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pembayaran
atas jasa pelayanan Persampahan yang diselenggarakan
Pemerintah Daerah.

25. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah adalai
pembayarar atas pelayanan penyediaan tempat
pemakaman di Pemakamar Daerah.

26. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat Parkir di
Tepi Jalan Umum.

27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah

sebagai pembayarar atas jasa yang disediakan dan/atau
diberikan Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan

fasilitas Pasar Daerah.

28. Retribusi Pengujial Kendaraan Bermotor adalah
pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan
bermotor yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

29. Retribusi Pengendalian dan Pengawasar Menara
Telekomunikasi adalah pungutal daerah sebagai

pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang di Daerah

sebagai lokasi penyelenggaraan menara telekomunikasi
yang dikaitkan dengan frekuensi pengendalian dan
pengawasan terhadap menara telekomunikasi tersebut.

30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah
pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

31. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas
penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
pelelargan ikan, temak, hasil bumi dan hasil hutan,
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang

disediakan di tempat pelelangan.

32. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas penggunaarr

fasilitas dan/atau pelayanan jasa pengelolaan Terminal.

33. Retribusi Tempat Khuaus Parkir adalah pembayaran atas
pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang

ditetapkan oleh Bupati.
34. Retribusi Rumah Potong Hewan ada.lah pembayaran atas

pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan

temak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan

hewan sebelum dan sesudah dipotong.
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35. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah
pembayaran atas jasa pelayanan tempat reki'easi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

36. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran

atas jasa pelayanan Izin Mendirikan Bangunan.

37. Retribusi Izin Gangguan adalah pemba]'aran atas jasa

pelayanan Izin Cangguan.

38. Retribusi Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga

Ke{a Asing yang sel,anjutnya disebut Retribusi

Perpanjangan IMTA adalal pungutan atas pemberian

perpanjangan IMTA kepada pemberi keia tenaga kerja

asing.

BAB II
RUAIIG LINGKI'P

Pesal 2

Ruang lingkup yang diatur meliputi:

a. Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retr.ibusi Daerah;

b. Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;

c. Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa;

d. Penyaluran, Penggunaan, Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban.

Baglan l(e.atu
Alokall Baglan Pajak Da.rah dan Rotrlburl Daerah

Pasal 3

(l) Pemerintah Desa mendapat bagian dari hasil pajak

daerah dan retribusi daerah.

(2) Bagi Hasil dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagatnara dimaksud pada ayat (1) dialokasikan

sebesar 1O7. (sepuluh perseratus) dari realisasi tahun

yang bersangkutan.

*l€.,Ueer,d'h&
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(3) Bagi Hasil dad Pqjak Daerah da],l Retiibusi Daerah

sebagaimala dimaksud pada ayat (21 dianggarkan dalam

Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah pada setiap

Tahun Anggaran.

(4) Alokasi Bagi Hasil Kepada Desa sebagaimala dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan:

a. 6@/o (enam puluh perseratus) dibagi secara merata

kepada seluruh Desa;

b. 40olo (empat puluh perseratus) dibagi secara

proporsional realisasi penerirnaan hasil pajak dan

reribusi dari Desa masing-masing.

Baglan l(Gdua

.ronlr P&J.k Daerah ysag dibagih$tlkan Lepada Dera

Pasal 4

(1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkar kepada desa

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b meliputi:

a. Paja,k Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Paja-k Parkir;

h. Pajak Air Tanah;

i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dall Perkot ar.
(2) Dikecualikar dari pajak daerah yang dibagihasilkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang

dipungut pajak atas penggunaan tenaga listrik yang

diperoleh dari sumber lainnya.

(3) Tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lairnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tenaga

lisrik yang diperoleh dari layanan Pl. PLN maupun

perusahaan listrik lainnya.

fu4{d6P+r,j$e
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Baglan Netlga
Jenlr Rotrlbusi Daerah yang dibagthasilkan kepada Dera

Pasal 5

Pasal 6

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi PeLayanan Persampa-han;
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
i Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) hurufa adalah retribusi peLayanan umum.

(3) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a, Retribusi Pemakaian Kekayaar Daerah;
b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Pa-rkir;

e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
I Retribusi Tempat Rekreasi da.rr Olahraga.

(4) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasa-l 5 huruf c meliputi:
a. Retribusi lzin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi lzin Gangguar;
c. Retribusi Izin Trayek; dan
d. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga

Kerja Asing.

Paaal 7

Bagi Desa yang sudah menerima pembagian hasil retribusi
dari perjanjian kedasama, maka Desa tidak berhak menerima
alokasi Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

Jenis Retribusi Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada Pasat 2 huruf c meliputi:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
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Bagian Keernpat
Penlraluran, Penggunaatr, pengelotaan

dan Pertanggunglaraban

Paragraf 1

Penyaluran

Pasal 8

(1) Perhitungan dan penyaluran besaran alokasi Bagi hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4)
dilal<sanakan oleh Kepala Dinas.

(2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan
dengan ketentuan:
a. Tahap I pada bulan Juli;
b. Tahap II pada bulan November.

(3) Dalam hal terdapat kelebihan atau kekuralgan
penyalurar dana bagi haeil eebagaimana dirnakoud pada
ayat (2) akan diperhitungkan pada penyaluran bagi hasil
tahun berikutnya.

(a) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk
Desa disalurkan dari Kas Umum Daeralr kepada
Pemerintah Desa melalui rekening Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa.

(5) Dafam hal terdapat pembaharuan rekening Pelaksara
Telois Pengelola Keuangan Desa, Kepala Desa wajib
menyampaikan oecaia tertulio kepada Kepala Dinae.

(61 Alokasi Bagi Hasit Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
untuk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pangraf 2
Penggunaalr

Paral 9

(1) Penggunaan dana bagi hasil yang diterimakan kepada
Desa dari penerimaan hasil pajal< daerah dan retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1)

kecuati huruf k dipergunakan untuk:
a. penyelenggaraan Pemerintahan Deea, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan maayarakat Desa;

b. intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajal( daeGh
dan retribusi daerah.
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(2) Pajak Daera} yang dibagihasilkan kepada Desa
sebagaimana dimalsud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k
dipergunakan untuk penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang - Pajak Bumi dan Bangunan dan
penagihan Pajak Bumi dal Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan oleh Kepala Desa, perangkat Desa dan petugas
yang secara tugaa dar fungsi melakukan penyampaian
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang - Pajak Bumi daI
Bangunan dan penagihan Pajak Bumi darr Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Paragrsf 3
Pongclolaan dan Perta[ggunglawaban

Paral 1()

(1) Penerimaan Desa yang berasal dari bagi hasil Pajak

Daerah dal Retribusi Daerah, harus dimasukkan dalam
APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

(2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1), dikelola da:n dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan pengelolaar dan pertanggungiawaban

keuangan Desa.

AAA III
KETENTUAN LAINNYA

Pasal 11

(1) Hasil Pajal< Penerangan Jalan yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayal l2l
dipergunakan untuk membayar tagihan rekening
Penerangan JaLan Umum Desa.

(2) Bagi Desa yang tidak mempunyai tagihan pembayaran

rekening Penerangan Jalan Umum Desa sebagaimara
dimaksud pada ayat (l), tetap mendapatkan dana bagi

hasil atas Pajak Penerangan Jalan yang dipungut pajak
atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari
sumber lainnya.

(3) Bagl Desa yang tetap mendapatkan dana bagi hasil atas
Pajak Penerangan Jalan yang dipungut pajak atas
penggunaan tenaga [istrik yang diperoteh dari sumber
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
membuat laporan pembayaran Paja] Penerangan Jalan.
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(4) l,aporan pembayaran Pajak Penerangan Jalan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui Camat
dan melampirkan rekapitulasi pembayaran rekening
listrik.

BAB IV
KETENTUAIT PEITUTI'P

Pasal 12

Pemturan Bupati ini mulai berLaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahlan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada A0 Mel 2o1s

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Me I

DAERAH

ABDT'L UALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2o1s Nomor /l get't D

H. RENDRA KRESNA

2015

ben
Typewritten text
Ditetapkan di Malangpada tanggal     20    Mei     2015

ben
Typewritten text
SEKRETARIS DAERAHTTD.ABDUL MALIKNIP. 19570830 198209 1 001

ben
Typewritten text
Berita Daerah Kabupaten MalangTahun 2015 Nomor 11 Seri D

ben
Typewritten text
BUPATI MALANG,TTD.H. RENDRA KRESNA

ben
Typewritten text
Ditetapkan di Malangpada tanggal    20    Mei    2015


